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PENINJAUAN KEMBALI
DALAM PERADILAN PIDANA

Sudirman

Pendahuluan

Peninjauan kembali (PK) putusan hakim yang telampogyai kekuatan
hukum tetap merupakan suatu upaya hukum bersifiateisa yang pada ga-
libnya baru dilakukan setelah alat-alat hukum fganseperti banding, kasasi
sudah dipergunakan tanpa hasil. Peninjauan kerdakim peradilan pidana
kita telah mendapatkan pengaturan yang tegas dldMAP, khususnya
pada Bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa, gidgna kedua (PK Putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dalp263 s/d pasal 269
KUHAP.

UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakimamumuk MA
sebagai pengadilan negara yang mempunyai wewereamgudas mengadili
putusan-putusan yang dimohon PK. Upaya hukum Pkatdejpergunakan
dalam perkara perdata maupun pidana/ Istilah a3iglalam perkara pidana
disebut "Herziening" dalam perkara perdata diséfeafues-civiel".

Di penghujung tahun 1996 ini, kembali masalah PKak&epermukaan
setelah munculnya putusan kontroversial dari Majélgung PK MA yang
dipimpin Soerjono (Mantan Ketua MA) terhadap kasushtar Pakpahan.

Pro dan kontra di kalangan pakar hukum Indonesratzp putusan MA
No. 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 merdteakermukaan setelah
media massa memaparkan secara lugas dalam beaitaa.utPutusan ini
merupakan yang pertama kali dalam sejarah peragildana Indonesia,
dimana MA menerima permohonan PK Jaksa dan segafigembatalkan pu-
tusan Kasasi MA tanggal 29 September 1995 No. 3#%BidKL995 yang
membebaskanDr. Muchtar Pakpahan, SH,MA dari dakwaanghasut pada
pasal 160 jo. 64 ayat (1) KUHP.
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Guru Besar Hukum Pidana Ul, Prof. Dr. Loebby Logn&th menga-
takan:
"Kebijakan MA untuk menerima PK Jaksa, merupakatuygng
patut ditinjau kembali karena putusan MA merupakarispru-
densi. Sesuai ketentuan VU, yang diberi hak seeges untuk
meminta PK adalah terpidana/ahli warisnya. Mengapraber-
kaitan dengan sejarahnya yakni dalam rangka metigdbak
terpidana”.(Kompas, 20 Nopember 1996).

Sejalan dengan pernyataan di atas, ahli hukum goélutya Lubis,
mengatakan:
"Putusan MA yang menerima permohonan PKyang digglisa
dalam kasus Pakpahan makin mengkukuhkan kondtisikise-
bilan hukum dan merosotnya proses penegakkan hidalsw. ini
berjalan terusbukan mustahilyang muncul ke permukaan adalah
negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum, Kesigtigp hukum
juga akan dapat mempunyai implikasi ekohorfi{ompas, 23
Nopember 1996),

Dari dua pendapat pakar hukum di atas kami tettidatva inti per-
masalahan justru terletak pada penerimaan PK daks®dIA yang tidak se-
suai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHASBRggI pencerminan
dari ketidakpastian hukum dan semakin memoperpeg@aiangan masyarakat
yang negatif terhadap hukum sekaligus atas lenplesagilan.

Sementara itu di sisi lain, mantan Hakim Agung BisSiregar justru
mendukung putusan Majelis PK MA. la mengatakan:

"Mesfd dalam KUHAP disebutkan dengan tegas bahng ryem-

punyai hak untuk meminta PK adalah terpidana/ahlismya,

namun itu tidak berarti bahwa Jaksa tidak diperikéaa untuk
meminta PK. Apabila jaksa merasa keadilan yangaltenidengan
kepentingan umum harus ditegakkan, dengan seadiiidy patut
memperhatikan permohonan PK-nya. Bagaimanapungoiiag-
harus berani mengambil kebijakan. Artinya ia tiialeh terpaku
terus dengan UU. Jika UU belum mengatur sesuatbaias
mampu menciptakan ketentuan baru yang dirasakasr-benar
sampai dengan rasa keadilan masyarakdkompas, 20
Nopember 1996).

Desembet 996



Komentar Putusan Hakim 555

Di lain pihak Majelis PK melalui pendekatan pembaman materi
hukum dalam GBHN 1993 dan penafsirannya terhaddpsan bebas atau
lepas dari tuntutan hukum.pada pasal 263 (1) KUHIRyydijadikan sebagian
dasar pertimbangan putusan menekankan bahwa ditgrampermintaan PK
jaksa merupakan langkah positif dari MA dalam mshgemungkinan ada-
nya kekosongan hukum atau kekurangjelasan dalaatupgn, Dengan per-
kataan lain tidak ada larangan untuk dimintakandk¥a jaksa atau penuntut
umum.

Kami melihat bahwa pada intinya baik dari pertinggam majelis PK
maupun pernyataan Bismar Siregar, sama-sama me@kadantang upaya
penemuan hukum baru sebagai suatu terobosan mpkaterimaan permo-
honan PK jaksa dalam kasus Muchtar Pakpahan.

Penerimaan PK jaksa oleh MA inilah yang justru rmehinemat kami
menjadi sumber utama permasalahan, yang kemudianjudkan dengan
pembatalan putusan Kasasi MA dan sekaligus jugajatudrkan pidana 4
tahun penjara pada Muchtar Pakpahan.

Sebelum kami mengkaji lebih jauh tentang dasarrdpsatimbangan
putusan Majelis PK yang telah menerima permohoniénJ&ksa, terlebih
dahulu akan dipaparkan sekilas putusan terhadapaRak yang didakwa
melakukan perbuatan menghasut (Pasal 160 jo. GAHAP).

Silastentang Putusan Terhadap Pakpahan

Putusan Majelis Kasasi MA yang diketuai Adi AndSjoetjipto dengan
anggota Ny. Karlinah PA. Soebroto dan Tomy Boetdalam putusannya
No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995, naikda putusan PT di
Medan tanggal 16 Januari 1995 No. 188/Pid/1994/BNlldan menya-takan
terdakwa Pakpahan tidak terbukti secara sah darakimiegn bersalah
melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanygpsail60 jo. pasal 64
(1) KUHAP. Untuk irulah majelis Kasasi MA membelaskerdakwa dari
semua dakwaan dan memulinkan hak terdakwa dalaramgman, ke-
dudukan dan harkat serta martabatnya. Majelis Ki$asberpendapat
bahwa pertimbangan judex factie telah salah mexaafslunsur menghasut”,
yang tidak banyak beringsut dari faham tatkala Ukbim pidana dibuat 85
tahun yang lalu.

Dalam persidangan di PN Medan terdakwa Pakpaltanhilipidana 3
tahun penjara, kemudian di tingkat banding hukupegijara naik menjadi 4
tahun. Melalui kuasanya terdakwa mengajukan pemaohkesasi tanggal 3
Pebruari 1995 serta risalah kasasinya telah ditedimrKepaniteraan PN
Medan tanggal 13 Pebruari 1995. Risalah kasasi atesakitar 22 butir
alasan keberatan terhadap putusan PT/PN Medaglabdin kasasi dari
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terdakwa antara lain bahwa PT/PN telah salah npi@grdaukum karena
menyatakan pemohon kasasi terbukti bersalah maefapasgal 160 jo. 64 (1)
KUHAP vyaitu serangkaian perbuatan menghasut yait pancaknya meng-
akibatkan berlangsungnya unjuk rasa tanggal 14 A@84. Alasan lain

bahwa pertimbangan PT/PN tersebut tidak didukuely blkti dan fakta
yang terbukti di persidangan yaitu selama bularil 2684 pemohon kasasi
tidak mengetahui adanya perencanaan maupun pelaksanuk rasa, hal ini
dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang didastiggawah sumpah di
persidangan; semua pertemuan-pertemuan pemohan ykega berlangsung
tidak mempunyai hubungan dengan unjuk rasa taddgapril 1994; dan

alasan-alasan keberatan lainnya.

Dapatlah dikemukakan bahwa unjuk rasa tanggal X 2§94 di
Medan merupakan lanjutan dari aksi-aksi menghalsalusnnya mulai tahun
1993, diikuti sekitar 20 ribu orang pekerja dengejumlah pernyataan
dalam spanduk seperti; Kebebasan Berserikat; Naikkzh buruh;
Tuntaskan kasus kematian Rusli; Selesaikan mazilisihdi PT. Korek Api
Deli; SBSI Yes SPSI No!. Delegasi unjuk rasa kecdaa marah karena
tidak bertemu dengan Gubernur Sumut. Dalam pegalgulang para
pengunjuk rasa tekah melakukan pengrusakan atgaraanrumah toko,
pabrik dan kendaraan baik mobil maupun sepeda maitsr ini telah
menimbulkan keresahan, kekcauan dan huru-hara.peastiwa inilah
Muchtar Pakpahan diajukan ke persidangan sebdgagddari aksi unjuk
rasa di Medan tersebut.

Seperti digambarkan di muka, bahwa terdakwa diketoderi dakwaan
oleh Majelis Kasasi MA karena tidak terbukti bafsainelakukan perbuatan
menghasut. Namum putusan kasasi ini akhimya ledatilA dalam tingkat
PK dengan terlebih dahulu mengabulkan permohonadaRKlaksa. Selan-
jutnya Majelis PK menjatuhkan pidana 4 tahun [enjerhadap Pakpahan,
dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat\estah

Dasar Pertimbangan Hukum Putusan MajdisPK
Pertimbangan hukum yang diajukan dasar putusanliM& untuk

menerima/mengabulkan permohonan PK jaksa yaitu:

1. Permohonan PK jaksa adalah dalam kepastissetyagai penuntut
umum yang mewakili negara dan kepentingan umum;

2. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUJmAngenai hak
jaksa mengajukan permintaan PK, memerlukan tindékgam yang
jelas.
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3. GBHN 1993 menjelaskan pembangunan materi muialah antara lain
pembentukan hukum. Pembentikan hukum tidak hanyabeetuk suatu
peraturan perundang-undangan yang baru tetapimegeiptakan hukum
melalui yurisprudensi.

4. Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, menyatakan;

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditkatudengan UU
terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatamhiitap dapat
dimintakan PK kepada MA dalam perkara perdata daara oleh

yang berkepentingan "

MA menfasirkan sebagai yang berkepentingan adalesejdan terpi-dana
atau ahli warisnya,

5. Pasal 263 (1) KUHAP, menyatakan:

"Terhadap putusan pengadian yang telah mempekalkbiatan hukum
tetap, kecuali putusan bebas/lepas dari segalautant hukum,
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan patamn PK kepada
MA menilai ketentuan pasal ini tidak melarang jaksngajukan PK
sebagai pihak yang berkepentingan sepenjang ada alakup sepert
pasal 263 (2) KUHAP. Khusus untuk putusan kassidap Pakpahan
MA menilai sebagai putusan bebas tidak murni.

6. Pasal 263 (3) KUHAP, menyatakan:

"Atas dasar alasan yang sama sebagaimana terseiolat ayat (2)
terhadap suatu putusan pengadilan yang telah matepekekuatan
hukum tetap dapat diajukan permintaan PK apabilardgoutusan itu
suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakdnukie akan tetapi
tidak diikuti oleh suatu pemidanaan’.

MA menilai pasal ini untuk jaksa sebagai pihak yaatkepentingan
mengajukan PK di luar terpidana/ahli warisnya sembngutip pen-
dapat Andi Hamzah, yang mengatakan kurang adilagalam putusan
itu jaksa tidak diberikan hak dan wewenang mengaji. MA juga
mengutip peraturan lama yaitu Reglemen op de @iraering dan
Peraturan MA No. 1 Tahun 1980 terdapat ketentuawabgiang harus
mengajukan PK adalah Jaksa Agung, terpidana/pibag werke-
pentingan.

7. Pasal 266 (3) KUHAP, menyatakan:

"Pidanayang dijatuhkan dalam putusan PK tidak botetebihi pidana
yang telah dijatuhkan dalam putusan sembi&, menilai pasal ini
tidak berlaku terhadap kasus Pakpahan karne rkagdisi tidak
menjatuhkan pidana.
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Dari pertimbangan-pertimbangan hukum di at as, nvkamenilai
bahwa secara formal permohonan PK jaksa dap ihditesebagai langkah
positif MA dalam mengisi kekosongan hukum atau katgjelasan dalam
peraturan dengan cara menciptakan hukum secam gend menampung
kekurangan pengaturan mengenai hak dan wewenaagdalkm pengajuan
peninjauan kembali.

D is am ping menerima permohonan PK jaksa, mB&ligiga menilai
bahwa Putusan Kasasi No. 395 K/Pid/1995 terdajetifkmn yang nyata
dan kekhilafan hakim, sambil melakukan pemeriksaanbali sisi yuridis
dari putusan kasasi. 01 eh karena itu dalam putyaamajelis PK
membatalkan putusan kasasi dan menyatakan terddiqelsiar Pakpahan
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mafaltinklakan menghasut
dan karenanya menghukum terdakwa dengan p icaiasgyselama 4 tahun.

Kajian Terhadap PutuséiK MA No. 55 K/Pid/1996
Membaca pertimbangan hukum putusan PK, ada keglis Rid sudah lebih
dahulu punya pendapat bahwa dalam kasus ini jaksa titerima sebagai
pemohon PK. ltu tampak dari sikap majelis PK yangnernima
sepenuhnya alasan pemohon PK dan tidak menghiraaka sekali pen-
dapat dari termohon kasasi (Tanuredjo, Kompasabt@gg\Nopember 1996).
Sementara itu Guru Besar Sosiologi Hukum UNDIP . Hiof Satjipto
Rahardjo, S.H., mengatakan:

"Terdapat banyak kejanggalan dalam putusan MA yaaggabul-

kan PK atas kasus Pakpahan, kejanggalan terseftetbiepada

sifatperkara, artinyapefkara sudah diputus bebasestinya tidak

boleh ada pengajuan PK. Namun dalam perkara Pakpensebut

MA tidak hanya mengabulkan PK bahkan juga menjatu¥danis

yang lebih berat lagi"(Satjipto, Kompas 25 Nopember 1996).

Dasar-dasar pertimbangan hukum putusan PK yandaidibanyak
kalangan pakar hukum mengandung berbagai kejanggategan mengabai-
kan ketentuan hukum yang berlaku, dirasakan akampueyai dampak
terhadap imptikasi serta pertentangan hukumnyaiki@enkan dipaparkan
sedikit pemikiran kami dalam mengkaji putusan PK. 86 PK/Pid/1996
dengan ketua Majelis Soerjono dibantu anggota mafgrwata, dan Palti
Radja Siregar.

Terhadap pertimbangan pertama yang menyatakan bedwesitasjaksa
adalah sebagai wakil negara dan kepentingan umiamgzenyelesaian
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perkara pidana, kita sama-sama maklum dan tidgialn ditanggapi secara
khusus. Bagaimanapun juga dalam hukum pidana teleing dan nyata
bahwa jaksa dalam bertindak tidak mengatasnamakzadp Namun terhadap
pertimbangan menciptakan hukum baru melalui yundensi karena belum
diatur secara tegas dalam KUHAP, perlu ditangg&gimi menilai justru
majelis PK terlihat kurang mengkaji ulang terhadagusan-putusan MA
tanggal 20 Pebruari 1984, No. I/PK/Pid/1984 peraant PK tidak dapat
diterima MA karena tidak diajukan oleh terpidanauatahli warisnya.
Kemudian dalam putusan MA tanggal 24 Agustus 198332 PK/Pid/1983
permintaan PK tidak dapat diterima terhadap putbsdas.

Dari dasar dua putusan MA di atas, nyatalah bahavey yoerhak untuk
mengajukan PK adalah terdakwa atau ahli warisnyapgamohonan PK tidak
berlaku terhadap putusan bebas. Dengan demikidalalydahwa telah terdapat
kekeliruan yang nyata dari majelis PK yang telamenena PK jaksa dalam
kasus Pakpahan yang telah dibebaskan majelis kafsitimbangan
penciptaan hukum melalui yurisprudensi karena betliatur secara tegas
dalam KUHAP terhadap hak jaksa mengajukan PK, samkenengada-ngada
karena memang yang sebenarnya jaksa tidak punyamemigajukan PK.
Disinilah terlihat majelis PK menafsirkan senditian hukumnya. Bukan lagi
aturan hukum yang diterapkan tapi sudah mengarda pagaimana caranya
agar PK jaksa diterima dan menjatuhkan pidana Pagpahan. Bukan lagi
menciptakan aturan hukum tapi sudah merubah ahwiamm.

Interpretasi MA terhadap pasal 21 UU No. 14 tah@n0l "sebagai yang
berkepentingan" adalah jaksa di satu pihak dardtenp atau ahli waris di pihak
lain, merupakan suatu kekeliruan yang besar. Ndpdi melupakan penjelasan

dari pasal 21 UU tersebut. Penjelasan pasal ter§EbN 2951) dikatakan
bahwa pasal ini mengatur tentang PK dalam perledata diajukan oleh
pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk di dal@mmga para ahli waris
dari pihak-pihak yang berperkara, dan dalam penei@na oleh terhukum
atau ahli warisnya. Syarat PK akan ditetapkan dalakom acara. Sejalan
dengan penjelasan tersebut, Sodirdjo, SH, mengatdketentuan bahwa
yang berhak mengajukan permohonan PK dalam pegdidaaa adalah
terpidana atau ahli warisnya telah di-gariskan delpenjelasan atas pasal
demi pasal khususnya pasal 21 UU No. 14/1970 yangatakan:
Permohonan PK diajukan dalam perkara pidana’ asghukum atau ahli
warisnya. Pasal 264 (1) KUHAP hanya mengulangiyga telah
ditentukan dalam penjelasan UU No. 14/1970 ({tBbedirjo, 1986: 28).
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perkara pidana, kita sama-sama maklum dan tidgialu ditanggapi secara
khusus. Bagaimanapun juga dalam hukum pidana tefahg dan nyata bahwa
jaksa dalam bertindak tidak mengatasnamakan pribddmun terhadap
pertimbangan menciptakan hukum baru melalui yundgnsi karena belum
diatur secara tegas dalam KUHAP, perlu ditangg&gimi menilai justru
majelis PK terlihat kurang mengkaji ulang terhadagusan-putusan MA
tanggal 20 Pebruari 1984, No. I/PK/Pid/1984 pereant PK tidak dapat
diterima MA karena tidak diajukan oleh terpidanauatahli warisnya.
Kemudian dalam putusan MA tanggal 24 Agustus 198332 PK/Pid/1983
permintaan PK tidak dapat diterima terhadap putbséas.

Dari dasar dua putusan MA di atas, nyatalah bahavey yoerhak untuk
mengajukan PK adalah terdakwa atau ahli warisnpapgamohonan PK tidak
berlaku terhadap putusan bebas. Dengan demikidalalydahwa telah terdapat
kekeliruan yang nyata dari majelis PK yang telamanigna PK jaksa dalam
kasus Pakpahan yang telah dibebaskan majelis kasastimbangan
penciptaan hukum melalui yurisprudensi karena betliatur secara tegas
dalam KUHAP terhadap hak jaksa mengajukan PK, sarkenengada-ngada
karena memang yang sebenarnya jaksa tidak punyanmgajukan PK.
Disinilah terlihat majelis PK menafsirkan senditirmn hukumnya. Bukan lagi
aturan hukum yang diterapkan tapi sudah mengarda pagaimana caranya
agar PK jaksa diterima dan menjatuhkan pidana Pagpahan. Bukan lagi
menciptakan aturan hukum tapi sudah merubah atwiam.

Interpretasi MA terhadap pasal 21 UU No. 14 tah@n0l "sebagai yang
berkepentingan" adalah jaksa di satu pihak dand@na atau ahli waris di
pihak lain, merupakan suatu kekeliruan yang bésajelis PK melupakan
penjeiasan dari pasal 21 UU tersebut. Penjelassal fexsebut (TLN 2951)
dikatakan bahwa pasal ini mengatur tentang PK dpkkara perdata diajukan
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasulatiirdnya juga para ahli
waris dari pihak-pihak yang berperkara, dan dalerkara pidana oleh
terhukum atau ahli warisnya. Syarat PK akan ditetaglalam hukum acara.
Sejalan dengan penjeiasan tersebut, Sodirdjo, 8Hgatakan’Ketentuan
bahwa yang berhak mengajukan permohonan PK dald@rag@idana
adalah terpidana atau ahli warisnya telah d\-gasisilalam penjeiasan atas
pasal demi pasal khususnya pasal 21 UU No. 148 menyatakan:
Permohonan PK diajukan dalam perkara pidana olgiuteim atau ahli
warisnya. Pasal 264 (1) KUHAP hanya mengulangiyp® telah
ditentukan dalam penjeiasan UU No. 14/1970 {Btedirjo, 1986: 28).
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Dalam penjelasan pasal 21 UU No. 14/1970 ternigiti disinggung
sama sekali kewenangan jaksa dalam mengajukaralkilat kita meng-kaji
aturan hukum secara limitatif dalam pasal 264 (UHKP terlihat
permintaan PK diajukan oleh terpidana atau ahismyar (lihat pasal 263 (1)
KUHAP) kepada panitera pengadilan yang memutusipesfa dalam ting-kat
pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

Pada pasal 263 (I) KUHAP, ternyata majelis PK nsinkah bahwa
pasal ini tidak melarang jaksa mengajukan PK seébaibak yang
berkepentingan sepanjang ada alasan cukup seysti2é3 (2) KUHAP,
dengan menilai putusan kasasi terhadap Pakpahagster putusan bebas
tidak murni. Padahal kalau kita lihat dengan metailj (tanfa penafsiran
subyektif dengan tidak mencari-cari kelemahan Wadndampak dengan
jelas bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya lyarmgk mengajukan PK
terhadap putusan pengadilan yang telah mempeiekelattn hukum tetap,
kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutanmhulRutusannya itu adalah
putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam. jmegial 11 dan pasal
193 (1) KUHAP. Juga terhadap putusan yang mengtutthdakan (maat-
regel) misalnya yang bersalah diserahkan kepaderiptgth (pendidikan
paksa - dwangopvoeding) sebagaimana diatur dalsah 4& KUHP. Dan
kalau kita melihat ketentuan pasal 244 KUHAP dikgia bahwa terhadap
putusan bebas tidak ada upaya hukum lain, ternt2isufc

Mencermati ketentuan pasal 263 (2) KUHAP mengandrnglasan
yang menjadi dasar permintaan PK yaitu keadanyeengy menjadi dasar
permintaan PK yaitu keadaan baru yang tidak diketalaktu sidang
berjalan atau terkenal dengan sebutan "novum"nDpknjelasan umum
atas UU No. 14/1970 ditegaskan bahwa PK dilakugahila terdapat fakta-
fakta atau keadaan-keadaan yang pada waktu mitigiawlil belum diketahui.
Pasal ini jelas menempatkan novum sebagai alasan dan pertama. Namun
apabila kita lihat putusan majelis PK setebal Gdnan ternyata jaksa
sebagai pemohon PK tidak mengajukan novum tetapalmaemuat alasan-
alasan untuk dapat diterimanya PK.

Lebih lanjut terhadap pasal 263 (3) KUHAP, majelismenilai pasal ini
untuk jaksa sebagai yang dapat mengajukan PK, diagengi dengan
pengutipan terhadap pendapat Andi Hamzah dan npefRgglemen lama
juga Peraturan MA No. 1/198- yang terdapat ketaradiwa yang harus
mengajukan PK adalah Jaksa Agung, terpidana/atiéinya Dalam kasus
Pakpahan, majelis PK menilai bahwa putusan kasdaisi 4alah menerapkan
hukum. Majelis PK juga menafsirkan bahwa jaksdn tberhasil membuk-
tikan dakwaannya di muka sidang dan hakim menyetiadiakwa bersalah
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melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyatetkgn tidak dikuti
pemidanaan.

Terhadap interpretasi majelis PK ini dapatlah daapi, bahwa PK
hanya dapat diajukan berdasarkan atas kekhilakam terhadap fakta atau
keadaan, tidak atas salah menerapkan hukum. Hdibirktikan dengan
putusan MA No. 6 PK/Kr/1980 yang dalam pertimbanganmenyatakan
antara lain bahwa permohonan PK yang diajukarkolea terpidana atas PN
dan PT salah menerapkan hukum tidak dapat diteBisamping itu ada
kesalahan dari majelis PK dalam menafsirkan pa&al(2) khususnya
pemyataan bahwa "hakim menyatakan terdakwa lbensaelakukan perbuatan
yang didakwakan". Dalam kasus Pakpahan ternyatalisndjasasi
menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah metakdejahatan yang
didakwakan. Ironis sekali jika pasal 263 (3) KUHéiRRdikan pertimbangan
putusan majelis PK untuk menerima permohonan Rig.Jak

Selanjutnya memang benar bahwa dalam aturan lammagwun dalam
Peraturan MA No. 1/1980 dimungkinkan bagi Jaksangdbukan Kejak-
saan Negeri Medan seperti dalam kasus Pakpahaggjokem permintaan
PK; Namun hal ini tidak ditemukan dalam KUHAP. Keiren KUHAP
yang memuat ketentuan PK, maka berakhirlah suda brerlakunya
Peraturan MA No. 1/1980 dalam perkara pidanahtapya berlaku untuk
menampung permintaan PK putusan perkara perdasakak kita mene-
rapkan aturan lama yang sudah tidak berlaku lagi?

Lebih lanjut majelis PK menafsirkan bahwa ketentgasal 266 (3)
KUHAP tidak berlaku terhadap kasus Pakpahan karejelis kasasi tidak
menjatuhkan pemidanaan (sudah menguntungkan texpidenafsiran ini
jelas tidak berdasarkan aturan hukum dan menempatkgelis PK MA
sebagai lembaga yang duduk di kursi legislatifria@atelah mencabut atau
tidak memberlakukan pasal KUHAP dalam putusannyeini&n Tanuredjo,
mengatakan:

"Hadimya pasal 266 (3) KUHAP tentunya terkait demgpasal-

pasal sebelumnya yang mengatur soal PK. Semanggtbsiafi

lahirnya lembaga PK itu adalah untuk melindungpigana. Itu
dilhami munculnya kasus Sengkon-Karta, korbandiara sesat.

Jadifilosofi lembaga PK untuk melindungi terpidabakanlah hak

yang diberikanjaksa/(Tanuredjo, Kompas. 23 Nopember 1996).

Bila kita kaji pasal-pasal KUHAP khususnya yan@aierdengan PK,
pada prinsipnya PK itu tidaklah merupakan terpiéd.merupakan upaya
hukum luar biasa untuk memperbaiki putusan yamg kigmi pulihnya ke-
adilan atas kerugian terpidana. Hal ini terlihalegaasal 263 (2) KUHAP
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yang menyatakan bahwa PK dapat menghasilkan putushas, lepas dari
tuntutan hukum, tuntutan jaksa tidak dapat ditergtau diterapkannya ke-
tentuan pidana yang lehih ringan dari putusan seifpasal 266 (3) KUHAP).

Sementara ini konflik hukum yang muncul ke permukgiea jaksa dapat
mengajukan PK adalah masalah eksistensi pasal 3B8K(HAP yang
menyatakan permintaan PK atas suatu putusan haapyat dilakukan satu
kali. Kalau masing-masing pihak apakah itu jaksauaterpidana/ahli
warisnya, sama-sama berkeras untuk mengajukan & alan ada dua PK
dalam kasus tertentu.

Diterimanya PK jaksa oleh majelis PK yang dilangutkdengan pem-
batalan putusan kasasi disertai penjatuhan pidatehdn penjara terhadap
Pakpahan, menimbulkan setumpuk pertanyaan besekdag Masih adakah
kepastian hukum di negara republik ini? Masih atakaagungan dari MA
sebagai lembaga yang konon menegakkan keadilanth Mdakah lembaga
peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan peatétidan masih adakah
lembaga peradilan yang berpihak pada rakyat? Semdlgh SWT tetap
bersama dengan orang-orang yang menegakkan kebedara keadilan.
Amtn.

Penutup

Menelusuri putusan PK MA No. 55 K/Pid/1996 dalasukaDr. Much-tar
Pakpahan, S.H..M.A., terasa sekali kekuasaan meamaniembaga
peradilan Mahkamah Agung (MA) yang semestinya bampdalam pene-
gakkan hukum dan keadilan. KUHAP yang menjadi pantikum dalam
beracara di pengadilan mulat dicampakkan. PK selbggga hukum
terakhir telah dimanipulasi, yang jadi korbanngaki tanggung-tanggung
seorang Doktor yang beg itu peduli terhadap magatséjahteraan sosial
buruh. Masih mungkinkah dilakukan upaya lain dengamanfaatkan hak
preogratif presiden untuk membatalkan putusan is\&#l tersebut? Kita
tunggu saja dinamika hukum dan peradilan pidaraddinesia dalam
perkembangannya memasuki abad 21.
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